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ABSTRAK

Dengan keadaan yang demikian maka perlunya tindak pidana yang tepat serta sangat
diperlukan ilmu pengetahuan yang tepat pula agar dapat mempelajari tentang kejahatan,
bertyiuan memahami gajala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup manusia, menggali
sebab-sebab kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan
terjadi.: Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
dirunmuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah fakor penyebab pelaku melakukan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan di polresta wilayah Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp
Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RESSRL) ?2. Bagaimana  Upaya  Penanganan  dalam
menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekeraan di Polresta Kabupaten Sarolangun
(Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/X1/2020/JMB/RES SRL) ? .Dalam metodologi penelitian, tipe
penelitian yang digunakan adalah Yudiris Sosiologis yang merupakan suatu pendekatan selain

menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa measalah
yvang terjadi Hasil penelitian dan pembahasan adalah . 1. Faktor-Faktor Penyebab
Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polresta Wilayah
Kabupaten Sarolangun yaitu kurangnya pendidikan, Kesadavan Hukum yang rendah, Krisis
ekonomi, Angka pengangguran yang tinggi keinginan menguasi barang yang dicuri,
lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan, seperti kasus yang saya telii bahwa kasus
tersebut mengarah ke keinginan menguasi barang yang dicuri dan factor krisis ekonomi
menjadi factor yang sangat dominan yang mengakibatkan tindak kejahatan pencurian dengan
kekerasan itu terjadi, kavena sang tersangka berkeinginan membayar hutang lalu mengajak
rekannya untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. 2. Upaya
Penanganan dalam Menanggulangi tindak pidana pencruian dengan kekerasan di Polresta
Kabupaten Sarolangun yaitu ada beberapa tahapan, tahap formulasi yaitu tahap penerapan
hukum pidana oleh pembuat undang-undang, tahap ini termasuk dengan tahap legislative dalam
kasus ini hukumpidana jatuh pada KUHP pasal 368 dan pasl 365 .

Kata Kunci :Upaya, Pencurian, Kekerasan
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Abstract

With such circumstances, the need for appropriate criminal acts and proper knowledge
is also needed in order to be able to leam about crime, aims to understand the symptoms of
crime in the midst of human life, explore the causes of crime such as efforts to prevent or reduce
crimes that may occur. Based on the background that has been described previously, the
following problems can be formulated: 1. What are the factors that caused the perpetrator to

commiit the crime of theft with violence at the Sarolangun District Police Stution (Case Study Lp
Number LP/B-185/X1/2020/JMB/RES SRL)?2. What are the Handling Efforts in tackling the
crime of theft by violence at the Sarolangun District Police (Case Study Lp Number LP/B-
185/X1/2020/JMB/RES SRL)?. In the research methodology, the type of research used is Yudiris
Sociologis which is a approach other than using legal principles and principles in reviewing,
viewing and analyzing the problems that occur. The results of the research and discussion are:
1. Factors that cause perpetrators to commit the crime of theft with violence at the Regional

Police of Sarolangun Regency, namely lack of education, low legal awareness, crisis economy,
high unemployment rates, desire to control stolen goods, environment that triggers crime, such
as the case I sudied that this case led to the desire to control stolen goods and the economic
crisis factor became a very dominant factor that resulted in violent theft crimes. it happened,
because the the suspect wanted to pay the debt and then invited his partner to commit the crime
of theft with violence. 2. Handling Efforts in Overcoming the criminal act of violent robbery at
the Sarolangun District Police, namely there are several stages, the formulation stage & the
stage of implementing criminal law by lawmakers, this stage includes the legislative stage in this
case criminal law falls on the Criminal Code anticle 368 and article 365 .

Keywords : Effort, Theft, Violence
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ABSTRAK

Dengan keadaan yang demikian maka perlunya tindak pidana yang tepat serta sangat
diperlukan ilmu pengetahuan yang tepat pula agar dapat mempelajari tentang kejahatan,
bertyiuan memahami gajala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup manusia, menggali
sebab-sebab kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan
terjadi.: Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
dirunmuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah fakor penyebab pelaku melakukan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan di polresta wilayah Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp
Nomor LP/B-185/XI/2020/JMB/RESSRL) ?2. Bagaimana  Upaya  Penanganan  dalam
menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekeraan di Polresta Kabupaten Sarolangun
(Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/Xl/2020/JMB/RES SRL) ? .Dalam metodologi penelitian, tipe
penelitian yang digunakan adalah Yudiris Sosiologis yang merupakan suatu pendekatan selain
menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa measalah
yvang terjadi Hasil penelitian dan pembahasan adalah: 1. Faktor-Faktor Penyebab
Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polresta Wilayah
Kabupaten Sarolangun yaitu kurangnya pendidikan, Kesadaran Hukum yang rendah, Krisis
ekonomi, Angka pengangguran yang tinggi keimnginan menguasi barang yang dicuri,
lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan, seperti kasus yang saya teliti bahwa kasus
tersebut mengarah ke keinginan menguasi barang yang dicuri dan factor krisis ekonomi
menjadi factor yang sangat dominan yang mengakibatkan tindak kejahatan pencurian dengan
kekerasan itu terjadi, karena sang tersangka berkeinginan membayar hutang lalu mengajak
rekannya untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. 2. Upaya
Penanganan dalam Menanggulangi tindak pidana pencruian dengan kekerasan di Polresta
Kabupaten Sarolangun yaitu ada beberapa tahapan, tahap formulasi yaitu tahap penerapan
hukum pidana oleh pembuat undang-undang, tahap ini termasuk dengan tahap legislative dalam
kasus ini hukumpidana jatuh pada KUHP pasal 368 dan pasl 365 .
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Abstract

With such circumstances, the need for appropriate criminal acts and proper knowledge
is also needed in order to be able to leam about crime, aims to understand the symptoms of
crime in the midst of human life, explore the causes of crime such as efforts to prevent or reduce
crimes that may occur. Based on the background that has been described previously, the
following problems can be formulated: 1. What are the factors that caused the perpetrator to
commit the crime of theft with violence at the Sarolangun District Police Station (Case Study Lp
Number LP/B-185/X1/2020/JMB/RES SRL)?2. What are the Handling Efforts in tackling the
crime of theft by violence at the Sarolangun District Police (Case Study Lp Number LP/B-
185/X1/2020/JMB/RES SRL)?. In the research methodology, the type of research used is Yudiris
Sociologis which is a approach other than using legal principles and principles in reviewing,
viewing and analyzing the problems that occur. The results of the research and discussion are:
1. Factors that cause perpetrators to commit the crime of theft with violence at the Regional
Police of Sarolangun Regency, namely lack of education, low legal awareness, crisis economy,
high unemployment rates, desire to control stolen goods, environment that triggers crime, such
as the case I sudied that this case led to the desire to control stolen goods and the economic
crisis factor became a very dominant factor that resulted in violent theft crimes. it happened,
because the the suspect wanted to pay the debt and then invited his parmer to commit the crime
of theft with violence. 2. Handling Efforts in Overcoming the criminal act of violent robbery at
the Sarolangun District Police, namely there are several stages, the formulation stage & the
stage of implementing criminal law by lawmakers, this stage inclides the legislative stage in this
case criminal law falls on the Criminal Code article 368 and article 365 .

Keywords : Effort, Theft, Violence
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BAB I
PEND AHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

UUD 1945 adalah aturan paling tinggi juga menjadi dasar tertulis yakni
membuat dasar serta garis besar hukum saat menyeknggara negara. UUD 1945
adalah dasar tertulis yakni terbagi bagi pembukaan (empat alinea) serta pasal-pasal
yakni memiliki 37 pasal ' Pencurian adalah berupa kejahatan pada kekayaan
manusia, permasalahan merajalela pada tiap masyarakat perlunya memberlakukan
perhatian juga tindak khusus agar tersangka mempunyai efek jera pada kejahatan
yang dilakukan. hal ini terkait pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
Bab XXIL?

Akhir-akhir banyak bentuk pencurian semakin merajalela dan membuat
resah orang pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Bermacam cara yang
dilansungkan pada aksi mulai hipnotis, serta obat bius, juga bergerombol
digunakannnya senjata api, yakni membuat korban kurang bisa memberi perlawanan
Pencurian juga dilansungkan berskala besar serta sasaran pencurian kurang
memfokuskan tiap rumah pada malam hari malah justru pada siang hari di tempat
rame salah satunya bank, toko emas, penggadaian, swalayan, dengan hasil rampokan
yang tidak tanggung jumlahnya. Hal ini terlihat bagaimana seseorang sangat banyak

cara melakukan kejahatan.

" Sayap Bening, Sumber-Sumber hukum tatananIndonesia, http://bantuanhuku-sbmcom/artikel-
sumber-sunber-hukum-tata-negara-indonesia, 30 November 2021, 10:30 WIB.

“Ahmad Allang “Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminalogi di Wilayah
Hukum Kepolisian Resort Palu, Jumal Hukum (Maret 2017) halaman 342.



Bahkan tiap besar masyarakat sudah terbiasa juga melihat kejahatan
pecurian yakni adahh kejahatan biasa disebut menjadi kebutuhan individu jga
kelompok. Tindak pidana pencurian yaitu kekerasan dimana dengan sejalnnya
berkembangnya adab manusia hampir semua mempunyai unsur kekerasan menjadi
peristiwa kehidupan yang sungguh. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan
kekerasan merupakan hasi hubungan pada manusia serta lingkungannya.

Dengan keadaan yang demikian maka perlunya tindak pidana yang tepat
serta sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang tepat pula agar dapat mempelajari
tentang kejahatan, bertuyjuan memahami gajala-gejala kejahatan ditengah pergaulan
hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan seperti upaya mencegah atau
mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi

Berdasarkan kasus di Desa Lubuk Resam Kec. Muara Limun Kab.
Sarolangun, 08 November 2019 Jam 21.00 WIB, telah terjadi tindak pidana
pencurian dengan kekerasan dan perampasan yang menjadi korban dalam kasus ini
adalah sdri Maria Lis Suhastini dan Sdr Guntur pratama pelaku tersebut bernama
Jamiri. pada saat sdri Maria dan sdr guntur hendak pubhng dari Desa Lubuk Resam
menuju Sarolangun. Barang Milik sdri Maria yang telah dirampas yakni 1 (satu) unit
mobil Toyota avanza warna biru metalik dengan no pol BH 1357 ER. Pada pukul
10.00 Wib di jalan mereka di hadang oleh sdr Jamiri dan 6 temannya, dan langsung
merampas dan memaksa meminta mobil tersebut jikalau tidak diberikan mobil
tersebut akan dihancurkan sambil memegang paksa tangan sdr guntur dan merampas
kuncidarisaku celana sdr guntur, Lalu jamari juga mengancam maria jikalau maria

tidak mau memberikan sejumlah vang untuknya, maka maria akan dipukul, maria



tetap tidak mau memberikan uang untuk jamari namun jamari terus memaksa, dan
jamari masuk kedalam mobil untuk mengambil sendiri uang yang berada di tas
maria, uang yang didapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah), kemudian
pelaku tersebut langsung pergi dengan membawa mobil tersebut bersama 2
temannya, 3 temannya lagi mengikutinya menggunakansepeda motor. Atas kejadian
tersebut korban melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Sarolangun.

Terkait diatas, maka dari itu penulis menarik serta mengangkat konflik pada
skripsi yang berjudul “FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENNGGULANGAN
PEN CURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
SAROLANGUN DI TELAAH DARI ASPEK KRIMINALOGI (STUDI KASUS

LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B- 185 /X1/2020/JM B/RES SRL)”.

B. Rumusan M asalah
Terkait latar belakang yang sudah mepaparkan sebelumnya, maka bisa
dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan di polresta wilayah Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor
LP/B-185/X12020/JMB/RES SRL) ?

2. Bagaimana Upaya Pemanganan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian
dengan kekeraan di Polresta Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-

185/X1/2020/JMB/RES SRL)



C. Tujuan Penelitian dan Penulisan
1. Tujuan Penelitian
Yaitu masahh yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini
bertujuan untuk :

a. Mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan di polresta wilayah kabupaten Sarolangun (Studi Kasus Lp
Nomor LP/B-185/X1/2020/JMB/RES SRL).

b. Mengetahui upaya Penanganan dalhm menangguhngi tindak pidana pencurian
dengan kekeraan di Polresta Kabupaten Sarolangun (Studi Kasus ILp Nomor
LP/B-185/X1/2020/JMB/RES SRL)

2. Tujuan Penulisan
Terkait permasalahan, yaitu menjadi tujuanpada penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :

a. Memenuhi salah satu syarat (Tugas Akhir) untuk menyelesaikan studi (Strata-
1) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

b. Memberikan pengetahuan penulis pada bidang hukum juga sekaligus
menjadikan ide atau pemikiran bagi pihak yang memerlukan, paling utama
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual meliputipengertian yakni :
1. Pencurian dengan kekerasan menurut Soesilo, yaitu pencurian yakni digunakan

ancaman menyertakan pemukulan untuk melansungkan pencurian tersebut.



Ancaman menyertakan pemukulan bertujuan mempersiapkan dan memudahkan
dalam pelaksanaan pencurian dan seterusnya.’

2. Wilayah Hukum merupakan Yurisdiksi dari prinsip dasar kedaulatan negara,
kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki
jurisdiksi.*

3. Sarolangun adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi,
Indonesia.K abupaten ini beribu kota di kecamatan Sarolangun.’

4. Penanggulangan merupakan usaha dalam mencegah ataupun mengatasi akan
suatu keadaan yang mencakup kegiatan preventi (pencegahan) dan dilakukan
usaha untuk mengembalikan dan memperbaiki pelaku kejahatan yaitu
perilakunya yang mana hal ini tidak saja kita melakukan tindakan preventif

tetapi kita juga melakukan tindakan refrensif.®

E. Landasan Teoritis
Dalam suatu perelitian karya ilmiah, sangat diperlukan suatu teori yang
menjadi dasar bagi suatu penelitian agar masalah yang ditemui dapat diselesakan.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sebab terjadinya
kejahatan.
Kejahatan dalam pandangan hukum yaitu kaidah dan aturan hukum yang

telah dibuat dilanggar oleh perbuatan manusia. kejahatan juga dapat diartikan

*R.Soesilo, Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan
Pasal, Politeia, Bogor, 1995, Halaman 253.

*Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teoti dan Praktek, Penerbt Nusamedia, Bandung, 2007,
Halaman 56.

> https//Saroalngun.go.id/diakses pada tanggal 9 Desember 2021.

® Upaya Penanggulangan Kejahatan “Melalui http:/raypratamablogspot.com. diakses tanggal 9
Desember 2021.




perbuatan yang melanggar aturan dan kaidah hukum, perbuatan melawan dari
perintah-perintah yang telah ditetapkan didalam hukum yang ada dan berlaku di
dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian yuridis formal, kejahatan merupakan
suatu bentuk tingkah laku yang bertentanan dengan moral kemanusiaan (immoral)
merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang
pidana.

Didalam sistem hukum Indonesia khususnya pada hukum pidana, segala
bentuk pidana diatur didalam hukum yang telah dimodifikasikan yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). didalam K UHP, perumusan kepada orang
yang melakukan kejahatn yaitu menggunakan “ barang siapa”, hal ini mengartikan
bahwa siapa saja tidak diperbolehkn untuk melakukan kejahatan. Terhadap mereka
yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman atau sanksi pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal adanya suatu asas yaitu asas
legalitas. Asas ini menyatakan bahwa setiap perbuatan dapat dihukum apabila
perbuatan tu ada hukum yang mengaturnya, atau dengan
Kata lain suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila tidak ada hukum yang
mengaturya. Hukum yang mengatur perbuatan tersebut juga harus ada terlebih
dahulu sebelum perbuatan tersebut terjadi, artinya perbuatan tersebut tidak data
dihukum ketika perbuatan tersebut terjadi terlebih dulu dari pada adanya hukum
yang mengaturnya.

Sutherland mengartikan kejahatan yaitu suatu perbuatan yang oleh negara

sudah ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang termasuk kedalam kejahatan pada



sistem hukum pidana negara tersebut dan perbuatan tersebut dipelajari dan diteliti

apakah termasuk kejahatan dan bisa dihukum atau sebalknya.

Kejahatan dalam pandangan psikologis merupakan bentuk dari kejiwaan
yang temanifestasikan didalam tingkah laku yang bertentangan dengan norma yang
berlaku didalam kehidupan masyarakat. kejahatan merupakan perbuatan yang tidak
normal (abnormal) dan apabila dilihat dari
Sisi pelaku perbuatan abnormal tersebut dapat terjadi oleh bebrapa kemungkinan,
yaitu:

a. Faktor psikopatologis, orang —orang yang menderita sakit jiwa, yang tidak
sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisinya dan sebagainya

b. Faktor jiwa yang wajar, tetapi menyetujui perbuatan yang melanggar aturan
hukum’

c. Faktor sosial yang secara langsung mempengaruhi individu atau kelompok.
Mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan mengalami
kesulitan kejiwaan.

Bonger menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial dan
mendapatkan tantangan yang disadari oleh dri pelaku perbuatan oleh Negara dalam
bentuk suatu penderitaan (Hukuman). Kejahatan menurut bnger merupakan
perbuatan immoral dan selanjutnya perbuatan immoral merupakan perbuatan anti
sosial® Secara Yudiris dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang

melanggar aturan hukum dan memenuhi unsur yang telah ditetapkan. Oleh

7 Chainur armji, suatu pemikiran tentang Psikologi kriminal, Kelompok Studi Hukum dan
Masyarakat Fakultas hukum (USU), medan 1998, halaman 31.
81y -
Ibid, halaman 32.



karenanya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila ada aturan
hukum yang mengaturnya dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

Kejahatan jika dikaji diluar hukum, misalnya dari sisi sosiologis,
merupakan suatu bentuk perilakuan manusia yang tercipta oleh masyarakat itu
sendir. Didalam kehidupan masyarakat memiliki pola yang sama, walaupun
masyarakat memiliki perilaku yang bermacam-macam dan berbeda-beda kejahatan
terjadi dari adanya interaksi-interaksi yang terjadi didalam masyarakat yang mana
ada masyarakat yang memiliki bagian dan mempunyai kewenangan merumuskan
tentang kejahatan dan bagian masyarakat lainnya yang mehkukan kejahatan.
Kejahatan tidak semata-mata terjadi oleh besar kecilnya keuntungan yang didapat
atau karena sifat amoral, mehinkan kejahatan terjadi karena kepentingan pribadi
atau kelompok yang mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan
keresahan didalam masyarakat, sekalipun perbuatan tersebut pengaturan hukumnya
belum ada.

Sutherland melihat kejahatan dari sisi sosiologis yaitu suatu bentuk
permasalahan yang paling serius dan sumbernya dari masyarakat itu sendiri
Kesempatan melakukan kejahatan bersumber dari masyarakat itu sendiri pula yang
menanggung akibat dari kejahatan yang terjadi, meskipun hal ini tidak berarti secara
langsung masyarakat meberikan kesempatan kejahatan terjadi. Oleh karenanya,
dalam mencari sebab dari terjadinya kejahatan yaitu dari masyrakat. Kejahatan

bukan sebuah sifat warisan atau turun menurun, tetapi terbentuk dari pergaulan



didalam masyrakat, yang mana pergauln tersebut berbeda di setiap wilayah dan
sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat diwilayah itu sendiri.’

Orang yang melakukan kejahatan disebut dengan penjahat dan dapat
dilihat dari bebrapa aspek, seperti aspek yudiris. Dalam aspek yudiris, penjahat
adalah orang yang melakukan pembuatan yang melanggar aturan hukum dan oleh
pengadilan telah diputuskan bahwa orang tersebut memang melakukan pelanggaran
hukum dan hukuman telah dijatuhi kepadanya.

Dalam hukuman pidana, penjahat lebih dikenal sebagai nara pidana dalam
mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asusmsi dasar bahwa
penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Oleh karema itu dalam mencari sebab-
sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara
mencarinya pada ciri-ciri biologic nya (determinis biologic) dan aspek kultural

(determine cultural).

F. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Peneltian
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriftif analitis. Suvatu
penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan atau segala lainnya. '° Dahm penelitian ini akan
digambarkan tentang Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana

pencurian dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Sarolangun ditelaah dari

aspek kriminologi (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/X12020/JMB/RES SRL).

® Adwin H, Sutherland, Azas-Azas Kriminologi, Bandung 1998, Halaman 106.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Huku, UI Press,Jakarta, 1981, halaman 10.
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2. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada peneltian ini yaitu
Yudiris Sosiologis yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas
dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa measalah yang
tefjadi.'!
3. Sumber Data
a. Data Primer

Data yang didapatkan hngsung pada lapangan agar menghasilkan data yang

konkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara

yang dilakukan dengan Kasat Reskrimum Kepolisian Resor Sarolangun dan

Penyidik Kepolisian Sarolangun.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi

kepustakaan terdiri dart

1. Bahan hukum primer yakni berupa aturan undang — undang yakni
berlaku, berkenan pada penulisan skripsi ini.

ii. Bahan hukum Skunder yaitu seperti bahan juga penulis yang mempehjari
karya ilmiah juga literatur yakni berkaitan pada permasalahan yakni
diteliti

iii. Bahan Hukum Tertier yakni seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia juga
Kamus Hukum

4. Tehnik Penetuan Sampel

" Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarag
1998, halaman 97.
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Teknik penetuan sampel ini dilansungkan pada cara Purposive
Sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel mendapatkan ditentukannya
kriteria juga persoalan terlebih dahulu yakni bisa memahami permasalahan
yakni diteliti, untuk itu yakni menjadikan sample perelitian merupakan
kasat Reskrimum Kepolisian Resor Sarolangun dan Penyidik Kepolisisan
Sarolangun. (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/X1/2019/JMB/RES SRL).
Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah
sebagai berikut :
- Kasat Reskrimum Kepolisian Resor Sarolangun
- Penyidik Kepolisian Sarolangun
5. Tehnik Pengumpubhn Data
Tehnik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yakni sebagai
berikut :
a. Wawancara
Wawancara adalah cara metode mendapatkan data yakni melansungkan
komunikasi pada satu orang juga hinnya agar menemukan terkait
informasi yakni jelas juga tepat . Pada hal mi yaitu ditanyakan langsung
lisan juga menulis pada Kasat Reskrimum Kepolisian resor Sarolangun

dan Penydik Kepolisian Sarolangun.
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b. Studi Dokumen
Studi Dokumen adalah cara mengumupulkan data yakni melansungkan
dengan dokumen yakni juga serta juga data berupa tertulis. Pada hal
tesebut berguma mendapatkan yangberkaitan pada Faktor Penyebab juga
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di
wilayah Hukum Sarolangun di telaah dengan aspek Kriminologi (Studi
Kasus Lp Nomor LP/B-185/X1/2020/JMB/RES SRL)
6. Analisa Data
Sesudah semua data dihasilkan yakni kemudian data itu menganalisis
dengan kualitatif yakni menganalisa data terkait datat serta hasil respon juga
bisa menarik kesimpulan bersifat deskriptif, terkait Faktor Penyebab dan
upaya penanggulangan Tindak pidana hukum diwilayah kabupaten
Sarolangun ditelaan dengan aspek krimmologi (Studi Kasus Lp Nomor

LP/B-185/X12020/JMB/RES SRL).

G. Sistematika Penulisan
Untuk membahas penelitian ini bisa di pahami dengan jelas , maka penulis
memerlukan penulisan sistematika penulisan juga berguna .'? Penulisan ini akan
terbagi menjadi 5 (Ilima) Bab dan setiap Bab akan memuat berbagai Bab terkait

dengan apa pembahasan penelitian,yakni tersebut :

"2 Rony Hamnitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarag
1998, halaman 97.
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Bab Satu yaitu bagian pendahuluan membuat berbagai deskripsi, yakni Latar
Belakang Masahh, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka
Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua meruapakan bagian yakni akan membuat tinjauan umum terkait
tindak pidana, definisi tindak pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis tindak pidana,
faktor tindak kejahatan

Bab Tiga yakni bagian memberikan tinjuan umum mengenai tindak pidana
pencurian juga kekerasan, definisi tindak pidanan pencurian yaitu kekerasan, unsur-
nsur tindak pidanan pencurian mengunakan kekerasan, jenis-jenis tindak pidana
pencurian dan kekerasan.

Bab Empat merupakan bagian yang membantu terjawabnya yakni dirumuskan
sebelumnya, berupa Faktor apa saja yang menyebab pencurian pada kekerasan itu
terjadi, Upaya penanggulangan serta menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan juga menelaah pada aspek kriminologi di kawasan hukum kabupaten
Sarolangun (Studi Kasus Lp Nomor LP/B-185/X1/2020/JMB/RES SRL).

Bab Lima merupakan part penutup yaitu ada dua Sub Bab, berupa
Kesimpulan yakni membuat hasil penelitian juga membahas pada kedua
permasalahan yaitu merumuskan sebelumnya serta Kedua berupa Saran, juga

memuat saran menjadi hubungan yang menyatu seperlunya.
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BAB 11

TINJAUAN UM UM

A. Pengertiann Tindak Pidanma

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa
yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfet, delik, perbuatan
pidam), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana
dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat
dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses
penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi
tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-
perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar
feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara
literljk, kata ‘Straf’ artinya pidana, ‘baar” artinya dapat atau boleh dan “feit”
adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata
straf diterjemahkan juga dengan kata hukum Dan sudah lazim hukum itu adalah
terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata
“baar”, ada dua istilah yang digunakan yakniboleh dan dapat.Sedangkan kata “feit”
digunakan empat istlah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan
Pidama”, atau ‘“Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana
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2. Stratbare Handlung diterjamahkan dengan ,,Perbuatan Pidana“, yang digunakan

oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah ,,Perbuatan Kriminal*

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau

perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak

pidana (strafbaar feit) adahh:

a)

b)

d)

Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan
sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pehku,
di mama penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum

Menurut Van Hamel bahwa stratbaar feit itu adalah kekuatan orang yang
dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana
dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang
diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu
kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya.

Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang
sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelenatau
doen positif atau suatu melahikan natalen-negatif, maupun akibatnya
(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan
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diancam dengan pidana barang sapa yang melanggar hukum.

Menurut Vos adahh salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak
pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan
perundang-undangan pidana diberi pidana.

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang
merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan
dengan hukum, diancam dengan piana oleh Undang-undang perbuatan
mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat
dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk
menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan manusia

b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum

c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau

perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang- undang. Tindak

pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam

undang-undang Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma

hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak
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termasuk dalam pembahasan.Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-

undang di luar hukum pidana umum

. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari
tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-
unsur tindak pidana. Pada hakkatnya, setiap perbuatanpidana harus dari unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir
(dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-
tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari: Sifat melanggar hukum.
1) Kualitas dari si pelaku.
2) Kausalitas
b. Unsur Subjektif
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segah
sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam pasal 53 ayat
(1) KUHP.

3) Macamrmacam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan
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pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4)  Merencanakan terkbih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. Menurut
Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:
1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).
Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus
diperuhi unsur sebagai berikut:
a. Adanya perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
c. Bersifat melwan hukun.
Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:
a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d. Dpertanggungjawabkan.
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C. Jenis Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam
tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam K UHP telah
mengklasifikaskan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar
vaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing- masing menjadi kelompok
kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar
tertentu, yaitu sebagai berikut:
1. Kejahatan(Misdrijft) dan Pelanggaran (Overtreding)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis
pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari
ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana
penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan
lebih didommnasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam Wetboek van Srafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian
tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa
disebut dengan rechtdelicten dan untuk yang kedua disebut dengan
wetsdelicten. Disebut dengan rechtdelicten atau tindak pidana hukum yang
artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam
undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum
memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun
sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat
tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum

materiil, sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu
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terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang.
Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang.
2. Delk formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan
yang seksai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil
adalah tindak pidana yang  dirumuskan sedemikian rupa sehingga
memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan
suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak
membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari
perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan
semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362
KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada
timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena tu, siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Delk Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur
kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu
dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338
KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak
pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung

unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak
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pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359,
Pasal 360 KUHP. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak
Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa
perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang
berbuat.

4. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan Tindak Pidana
Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten) Tindak pidana yang dirumuskan
sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu
seketika atau waktusingkat saja disebut juga aflopende delicten. Misalnya jika
perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
terjadinya tindak pidana itu berlangsung hma, yakni setelah perbuatan itu
dilakukan, tindak pidanma itu berlangsung terus yang dsebut juga dengan
voordurende delicten.

5. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

6. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP
sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara
tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar
kodifikasi tersebut.

7. Delik sederhama dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (Envoudige

dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten).
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8.

9.

10.

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang
menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP),
pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang
ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu,
misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut
“geprivelegeerd delict”. Delk sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351
KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk
dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak dsyaratkan
adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah
tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan
penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang
berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara
perdata (Pasal72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau

orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

22



BAB III

TINJAUAN UM UM

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan
suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak
sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan
informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti
pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan,
pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal Dalam yurisdiksi
tertent, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang
lain menyebutkan bahwa pencurian menggantka larseni. Seseorang yang
melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut
mencuri.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu
perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang
tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai
sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan
suatubarang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.Tindak
pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana ynag diatur dalam Pasal 365
KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang

ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak
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pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di
kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini
diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tyuan
barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana
pencurian identk terjadi tanpa sepengetahuan korban.
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua)
unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan
unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut
sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud
yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum).
Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif
antara lamn:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Dengan
adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian
merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku
positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot
yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang
kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan
mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke
dalam kekuasaannya.

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah
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suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan
mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan
perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian,
mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan
membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal
milah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus
syarat menjadi selesainya tindak pidama pencurian secara sempurna. Arrest
Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan
mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian
nmelepaskannya karena diketahui”.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya
benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang
menurut sifatnya dapat bempindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509
KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang
menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu
pengertian lawan dari benda bergerak Benda yang dapat menjadi obyek
pencurian harus benda yang ada pemiliknya. Unsur sebagian maupun
seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik
orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak
itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X
mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda
motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka

bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).
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2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud

(kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan
dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan
dan tidak terpisahkan. Maksud dari petbuatan mengambil barang milik orang
hin harus dituyjukan untuk memilikinya.
Dari gabungan2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana
pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan
alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang
melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah
maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, memilikibertuyjuan
untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan
unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai
kehendak terhadap barang yang dicuri.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui
sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum.
Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur
subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari
suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2
(dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan
melawan hukum materiil. Melawan hukum frmil adalah bertentangan hukum
tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-

asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang
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mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku
II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367
KUHP diantaranya terbagi atas:
a. Tmndak pidana pencuran biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian
bmsa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok.

Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui
suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-
unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dimamakan dengan pencurian
berkualifikasi, artinya pencuran biasa yang di dalam bentuknya pokok
yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan
unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu
yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat. Jenis
pencurian i terdiri dari:

1) Pencurian temak;
2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir,
gempa hut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru- hara,

kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan
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3)

4)

5)

c.

Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan okh orang
yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara
bersekutu;
Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai
anak kucipalsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan
paku.
Tindak pidama pencurian ringan
Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok,
dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya
di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.
Tindak pidama pencurian dengan kekerasan
Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana
pencurian juga merupakan gequalificeerde difstal atau pencurian
dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-
unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya
mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana
kekerasan terhadap orang hin yang di satukan menjadi satu
kejahatan.
Tindak pidama pencurian dalam keluarga
Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian

antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga.
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Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang

lain mencuri harta miik suami atau istrinya.

D. Faktor penyebab Terjadinya Kejahatan
Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang
dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan
dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali
terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa
seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang
melakukan kejahatan.
Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog
dan pakar ilmu hukum yaitu :
1. Perspektif Sosiologis
Berusaha mencari alasan-alasan petbedaan dalam hal angka kejahatan
di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : strain, cultural
deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan
cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial
(social forces) yang menyebabkan orang mehkukan kriminal. Sedangkan teori
social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan
merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-
kelompok dan kmbaga sosial membuat aturan yang efektif.
2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :
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Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di
atas.

Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa
perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk
membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot,
embisil atau paranoid.

Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan
pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
Criminal of fassion yaitu Pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya

karena marah, cinta atau karena kehormatan

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Pisikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :

a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat

C.

pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan
interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.

Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lan :

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah ;

a) Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial

atasnya lah yang signifikan

b) Teor Konflik



Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi
kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki
kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum

c¢) Teon Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang

kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat

(communal consensus).

E. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah segala daya upaya oleh setiap orang maupun
lembaga pemertintah ataupun swasta yang bertuyjuan mengusahakan
pengamanan, pengawasan dan  kesejahteraan  hidup  masyarakat.
Penanggulangan tindak pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan kriminal
yang dalam keputusan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain
Penal Polici, Kriminal Polici atau Strafrechtpolitiek, adalah suatu usaha untuk
menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu
memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi
kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada
pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun sarana non hukumpidana, yang
dapat diintegrasikan satudengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil
untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana,
yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu atau masa-
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masa yang akan datang.
Penanggulangan kejahatan sebagaimana dielaskan diatas untuk melakukan
penanggulangan kejahatan tindak pidana akan dilakukan politik hukum pidana
dan Untuk melakukan politik hukum pidana harus melalui bebrapa tahap yaitu:
a. Tahap Formulasi
Tahap formulasi yaitu tahap penerapan hukum pidana in abstrakto oleh
badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang
melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masa
kini dan masa yang akan datang, dan selanjutnya merumuskan dalam bentuk
peraturan perundang- undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-
undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya
guna. Tahap ini dsebut juga dengan tahap kebijakan legishtif.
b. Tahap Aplikasi
Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana atau disebut
tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulaidari
kepolisian maupun pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum
bertugas menegakkan atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang
telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melakukan tugasnya
aparat penegak hukum harus bempegang teguh pada nilatnilai keadilan dan
daya guna tahap ini dapat dsebut dengan tahap yudikatif.
c. Tahap Eksekusi
Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara

konkrit oleh aparat-aparat pebksama pidana. Dalam tahap ini aparat
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pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undang pidan
yang tehh dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana
yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tahap penegakan hukum tersebut, disebut sebagai usaha atau proses
rasional yang sengaja direncamakan untuk mencapai suatu tujuan yang
diinginkan. Jelas harus merupakan suatu jalinana mata ranrai aktivitas yang
tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan
pemidanaan.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegahn) secara umum
dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya
pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan
secara sinergis, saling melengkapi Jika pendekatan pertama yang ditempuh,
maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan
menggunakan kebijakan hukum pidanma (penal policy/criminal law policy)
vaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang
sesuaidengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan
datang”Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial,
yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana
menangguhngi kejahatan.
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik
pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umunya.

Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang
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paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.
Menurut Barda Nawawi Ariff bahwa upaya atau kebijakan untuk

melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang

kebjjakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan

yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya

dan kesejahtraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan

masyarakat.Lain halnya menurut Bahruddin Lopa ia mengemukakan

bahwasannya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa

langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan

(preventif).

Langkah-langkah preventif menurut Bahruddin Lopa yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang
dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

2. Memperbaiki sistim administrasi dan pengawasan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan keseluruhan hukum

4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukumlainnya untuk
meningkatkan tindakan represif dan preventif.

5. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana
penegak hukum.

Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang

melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang
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perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan
itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini
adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi
hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan
melacurkan diri tidak dilarang dalhm perundang-undangan pidana Indonesia.
Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut
pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu
tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar
perundang-undangan yang berhku.
Kedua dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam
masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai
mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang
masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Mengetahui bahwasannya perbuatan tersebut adabhh kejahatan ada tyuh unsur

pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugan (harm).

b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang mencuri, dimana
larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalhm Pasal
362 KUHP (asas legalitas).

c. Harus ada perbuatan (criminal act).
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Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea).

Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.

Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP
dengan perbuatan.

Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari
sudut pandang hukum (legal definition of crime), maupun ditinjau
dari sudut pandang masyarakat (sociological definition of crime).
Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi
adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan
yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih
antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan
jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (hidden
crime).

Berdasarkan uraian diatas, maka penangguhngan kejahatan secara
garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: jalur “Pemal” (hukum pidana dan
jalur Non Penal” (dilvar hukum pidana):

. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya atau
timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahaan lebih baik dari
pada mecoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana
semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki

penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan
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1)

2)

ulangan.

Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat
dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran,
larangan atau perintah dapat dsampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan
yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan.
Misalnya, nasihat guru terhadap siswanya. Dalam nasihatnya itu, guru
meminta siswa untuk selalu belajar dan membuat pekerjaan rumah, jika
nasihat itu didengar dan dilaksanakan oleh siswa tersebut, siswa tersebut
akan dapat menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru itu. Perannya
sebagai seorang pelajar juga dapat dilakukannya dengan baik.

Brenest dan Teerters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi
kejahatan yaitu:
Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan  untuk
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial
dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah hku seseorang
kearah perilaku jahat.
Memutuskan perhatian kepada idividu-individu yang menunjukkan
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut di
sebabkan gangguan gangguan biologis dan pisikologis atau kurang
mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat
merupakan satu kesatuan yang harmoni.

Jadi upaya preventif itu bagaimana kita melakukan suatu usaha yang

positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu keadaan yang ekonomi,
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lingkungan, dan kultur masyarakat yang sejahtera dan bukan malah sebaliknya
malah membuat ketegangan- ketegangan sosial yang mendorong timbulnya
perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban
merupakan tanggung jawab bersama.
Dilihat dari aspek hukum pidana yang melanggar peraturan akan di ancam
dengan hukuman yang mana sudah diatur dalm peraturan perundang-undangan,
dan dilaksakan dengan seseorang yang dinyatakan bersalah, dan dapat
dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian hendaknya
mempertahankan dan melaksanakan peraturan- peraturan yang sudah
ditetapkan, apabila kita mengkaji yang lebih jauh dan terdapat unsur delik
yaitu:
d) Adanya unsur perbuatan
e) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana
f) Adanya unsur ancaman dengan ancaman hukuman
g Dilakukan dengan kesalahan
Unsur delik merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah

perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur
obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu :

a) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang

b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

c) Dilakukan dengan kesalahan

d) Perbuatan tersebut diancam pidana
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b. Represif

Dalam membahas sistim represif tentunya tidak terlepas dari sistim
peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistim
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang
merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.
Kita juga mengetahui bahwa,hukum pidana dalam artiyang objektif (ius
poenale), yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan
mana diserai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan
tersebut (sama dengan dalam pengertian yangmateriil).HazewinkelSuringa
menyatakan bahwa, iuspoenaleini adalah sejumlah peraturan hukum yang
mengandung larangan dan perintahatau keharusan yang terhadap
pelanggarannya diancam dengan pidana bagisi pelanggaranya. Sedangkan
hukum pidana dalam arti subjektif (ius poeniendi), dalam arti aturan yang berisi
atau mengenai hak dan kewenangan Negara untuk:

a. Merentukan larangan-larangan dalam upayamencapai ketertiban umum.
b.  Menberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya
dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar hrangan tersebut.

C. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada
sipelanggar hukum pidana tadi.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan

yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan

menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan

kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.
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Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai
dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa
perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan
merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak
akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungny asangat berat.

Dalam membahas sstem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita,
dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-
sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan
kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruh- an dalam terangkai dan
berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-
cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimama mencegah terjadinya
suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas
kejahatan yang sudah terjadi Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang
biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pebhku kejahatan atau
bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Lembaga sosial juga mempunyai peran Dalam pengendalian sosial,
lembaga- lembaga yang ada dalam masyarakat cukup berperan. Lembaga-
lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia
pada dasamya mempunyai peran sebagai berikut.

1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka
harus bertingkah hku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-
masalah yang mereka temui di dalam masyarakat, terutama yang

berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan.
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2)  Menjaga keutuhan masyarakat.

3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem
pengendalian sosial. Maksudnya, sistem pengawasan masayarakat
terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Lembaga masyarakat yang bertyjuan untuk mengawasi tata kelakuan
yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri menurut Gillin dan
Gillin disebut fegulaiipe institutions. Contohnya adalah kejaksaan dan
pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi ini, kejaksaan dan pengadilan
dibantu oleh pihak kepolisian. Polisi sebagai aparat negara memiliki
tugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban serta mencegah dan
mengatasi perilaku menyimpang yang melanggar hukum di dalam
masyarakat.

G. Penanggulangan Kejahatan oleh Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan
dan kenyamanman dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan
lembaga pengayom masyarakat dalhm segala kondisi sosial yang caruk maruk.
Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan
dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (Role) merupakan
aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang
melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanaya maka dia
menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (roletheory) yang

di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa ‘Peraman atau Peran adalah
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sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu”
menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai
dengan suatau situasi lain relatif bebas (Independent) tergantung pada orang
yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan
pada masing-masing situasi.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo sadjipto bahwa peranan dapat

dibedakan menjadi 4 macam 8§ yaitu :

a. Peranan pilihan (achieved role), yakni peraman yang hanya dapat
diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan
individual seseorang

b.  Peranan bawaan (acriber role), yakni peranan yang diperoleh secara
otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan
menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan
seorang raja.

C. Peranan myang diharapkan (ekspected role), yaitu peraman yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tehh ditetapkan bersama,
Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat
pemerintahan.

d.  Peranan yang disesuaikan (aktual role) yaitu peranan yang disesuaikan
sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara

memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani stilah polisi dikenal dengan istilah
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‘politeia” di Jermandikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal
dengan nama “sherif”.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan
perlindungan,pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam
kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan
bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian,
Penuls mengemukakan pendapat para ahli antara hin:

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah
polisi didefenisikan sebagai “organ dan fungsi yakni sebagai organ
pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan
supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan
perintah”.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian
memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai
organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah
kepolisian adahh sebagai organ dan sebagi fungsi. Sebagi organ yaitu suatu
lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi
negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung
jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya,
antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum

pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.
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Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian),

bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a.

b. menelihara keamanan dan ketertban masyarakat

c. menegakkan hokum

d. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU
Kepolisian.

Pemanggulangan tidak kejahatanFungsi kepolisian di Indonesia meliputi

tugas dan kewenangan Kepolisian secara umum, artinya segala kegntan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan

(preventif) dan penegakan hokum atau (represif). berikiut ini diuraikan pula

masing-masing usaha tersebut : Tindakan Preventif adalah tindakan yang

dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya

kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan
tindak preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik
penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan hgi biaya
tetapi usaha ini akan lebih mudah danakan mendapat hasil yang memuaskan
dan mencapai tujuan.

Bonger mendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adahh :

Preventif dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti

sempit :



b.  Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:

a. Morakitik yaitu menyebarluaskan sarama-sarana yang dapat
memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari mafsSu
berbuat jahat.

b. Abalionistk yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan
kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai
penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi
(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).

c.  Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan
dengan berusaha menciptakan :

1) Sistim organisasi dan perlkengkapan kepolisian dengan baik

2) Sistim peradilan yang obyektif

3) Hukum ( perundang-undangan ) yang baik.

d. Tindakan Preventif
Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
e. Tindak Represif
Tidakan Represif adalah segah tindakan yang dikhkukan okh aparat
penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana tindakan represif lebih
dititikberatkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana , yaitu
dengan memberikan hukuman yang stimpal dengan apa yang dilakukannya.
Tindakan ini dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang
akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam

melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana,
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pemerikasaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan

pemidanaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan dengan cara represif ini juga dilakukan
dengan cara rehabilitasi, menurut Cherssey terdapat dua konsepsi mengenai
cara untuk tekhnik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistim program yang bertuyjuan untuk menghukum penjahat,
sistimini bersifat memperbaiki anatara lain hukuman bersyarat dan
hukuman kurungan Lebih ditekankan agara penjahat dapat berubah
menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan
bagi terhukum dan konsultasi pisikologis diberkan kursus ketrampilan
agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindak represif disebut sebagai pencegah khusus, yaitu berupa usaha
untuk memberi penekanan jumlah kejahatan dengan memberikan
sangsi(pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula dengan melakukan
perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi
lembaga pemasyarakatan bukan saja tempat untuk mendidik narapidana untuk
tidak lagi menjadi jahat atau tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah
dilakukannya.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Sistim dan oprasi Kepolisan yang baik

b. Peradilan yang efektif

c. Hukum dan Perundang-Undangan yang beribawa
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d. Koordinasi anatara aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah yang
serasi

e. lkutserta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan

f  Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan

g. Pembinaan organisasi pemasyarakatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang disebutkan diatas
merupakan beberapa upaaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam
rangka menanggulangi kejahatan, termasuk Tindak Pidana Kekerasan. Didalam
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dijelaskan kewenangan dan tugas
Kepolisian Negara Republik indonesia dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas
pokok Polri adalah:

a. Menelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Menegakkan hukum dan
d. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan terhadap
masyarakat
Lebih dijelaskan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
maka Polri bertugas dianataranya:
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban
dan kelancaran hlulintas dijalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

47



10.

I1.

12.

hukum dan peraturan Perundang-Undangan

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Melakukan  kordinasi, = pengawasan, dan  pembinaan  teknis
terhadapKepolisian, khusus penyidik Pegawai Negri Sipil dan bentuk-
bentuk pengamanan suwakarsa

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Perundang-
Undangan lainnya

Menyelenggarakan identifkasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian,
Laboratorium Forensik dan Pisikologi Kepolsian untuk kepentingan tugas
Kepolisian

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak
Asasi Manusia

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

Memeberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kepentingan
dan tugas kepolsian, serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peratuaran Perundang-Undangan.

Pejabat Polri atau Pihak Kepolisian menjalankan tugas dan

wewenangnya diseluruh wilayah Negara Repiblik Indonesm, khususnya
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diwilayah hukum Kepilolisian yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksakan tugas dan wewenangnya,

pejabat Polri atau Kepolisian harus senantiasa bertindak berdasarkan Norma

Hukum dan mengindahkan Norma Agama, Kesopanan, Kesusialaan, serta

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan mengutamakan tindakan

pencegahan. Selain itu tugas Kepolisian juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yaitu :

Pasal 1 ayat (1-5)

1.  Penyidik adalah pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus
oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.

2. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka.

3. Penyidik pembantu adalah Pejabata Kepolisan Negara Republik
Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas
penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang i

4.  Peneyelidik adalah Pejabata Polisi Negara Republk Indonesia yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang i untuk melakukan
penyelidikan.

5. Penyelidikan adalah serangkain tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana

guna mernentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut
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cara yang diatr dahm Undang-Undang i
Penanggulangan Tindak kejahatan bukan hanya dilakukan oleh pihak
Kepolisian saja bahkan juga melibatkan Aparat- Aparat penegak hukum lainnya
seperti dimana dijelaskan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 yang melibatkan Jaksa, Penasehat Hukum, dan juga Hakim yang
memutuskan perkara tindak Pidana kejatan.
Berdasarkan pendapat dari bebrapa ahli dan juga dilihat dari tugas dan
wewenang Kepolisian bahwasannya Kepolisian sebagai pelindung,pengayom
masyarakat dengan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta
terbebas dari gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat,
berdasarkan tugas dan wewenang kepolian dapat dipahami bahwasannya
kepolisian bertyjuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar
tercapainya tujuan nasional yang ditandai terjaminnya kamanan, ketertiban, dan
tegaknya hukum
H. Kriminologi
1. Pengertian Kriminologi
Kejahatan sebagai fenomena social dipengaruhi oleh berbagai aspek
kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, social budaya dan
hal-hal lain yang berhubungan dengan upaya pertahanan keamanan
Negara. Oleh karenma itu, kriminologi bersifat dinamis dalam irama
perubahan social dan nuansa pembangunan yang berkesnambungan.
Kriminologi memiliki cakupan studi yang begitu luas sehingga

kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan.
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Kriminologi tidak hanya tentang peristiwa dan bentuk kejahtan, tetapi juga
menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan. Bahkan
kriminologi juga mengkaji pengendalian kejahatan serta mengkaji
reaksiterhadap kejahatan baik formal maupun informal, bak reaksi
pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseliruhan.

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana
salah satu nya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi
sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari
kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu
sendiri

Sedangkan menurut pendapat dari sarjan lainnya yaitu Soedjono
Dirjosisworo mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang
mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai
gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbanganberbagai ilmu
pengetahuan.

Menurut pendapat para sarjana menngenai definisi kriminologi

tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui

sebab- sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah

kemungkinan timbulnya kejahatan. Hermann Mannheim mengemukakan 3

(tiga) pendekan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan yaitu:

a. Pendekatan Deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi

dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta- fakta tentang kejahatan

dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku criminal, bagaimana
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kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang
berbeda, crri-cri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan
sebagainya, serta perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan.
Pendekatan Sebab- Akibat

Dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat didalam
masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan.
Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan
sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana,
agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat
dibuktikanadanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan
akibat yang dilarang Sedangkan didalam kriminologi hubungan sebab-
akibat dicar dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan
kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan
pendekan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminil (etiology of
crime).
. Pendekatan Nomatif

Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai idiographic-
discipline yaitu dikaenakan kriminolog mempelajari fakta-fakta, sebab-
akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat
individual, dan nomothetic-discipline yang bertyjuan untuk menemukan
dan mengungkap hukumhukum yang bersifat ilmiah, yang diakui
keseragaaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

Menurut W.A Bonger39, ruang lingkup studi kriminologi dibedakan
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menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

1) Runag Lingkup Kriminologi Murni, yaitu

2) Antropologi criminal, yaitu mempelajari dan meneliti penjahat dari
seg tingkah laku, karakter, dan ciri tubuh.

3) Sosiologi criminal,yaitu mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai
suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab
kejahatan dalam masyarakat.

4) Psikologi kriminil,Yaitu mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut
kejiwaan penjahat.

5) Psikopatologi dan neuropatologi criminal, yaitu mempelajari dan
meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.

6) Penologi, yaitu mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-
penjahat yang telah dijjatuhi hukuman.

d. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan, meliputi:

1) Hygiene Kriminal, yaitu tujuan yang ingin dicapai ialah untuk

mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik Kriminal, yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah

penangulangan pemerintah terhadap kejahatan didalam masyarakat melalui

program-program pemerintahan sehingga diharpkan akan menekan
terjadinya kejahatan yang meresahkan warga masyarakat.

3) Krimmnalistik, yaitu untuk mengungkap kejahatan, pengetahuan

kriminalistik dimanfaatkan untuk menerapkan teknk pengusutan dan

penyidikan secara scientific (pengetahuan imah).
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BAB IV

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN

A. Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan

Di Wilayah Hukum Sarolangun
Pada konflik pencurian dengan kekerasan bisa dilihat segi subjek serta objek

tindak pidana sudah ada. membahas mengenai subjek tindak pidama bisa terlihat
siapa yakni bisa melakukan tindak pidana untuk k itu agar mempertanggung
jawabkan secara pidana. Yakni sudah menyebutkan, pada dalam hukum pidana
terdapat 3 (tiga) masalah pokok yaitu :
1. Konflik perilaku yakni melarang yaitu pencurian sebuah mobil
2. Permasalahan sanksi atau pidana

3. Masalah perbuatan yang dihrang berupa ancaman.

Penelitian ini dilakukan di polresta wilayah Kabupaten Sarolangun. Data
Primer juga Data sekunder alhasil didapatkan penulis selanjutnya menganalisis
dengan cara deskriptif analisis, yakni dimana terpapar data yakni didapatkan pada
lapangan berupa hasil wawancara pada Kasat Reskrimum Kepolisian Resor
Sarolangun dan Penyidik Kepolisian Sarolangun, juga pelaku kemudian bisa
mengetahui jawaban pada rumusan masalah sudah ada.

Sering marak pencurian pada kekerasan di Kabupaten Sarolangun ini, yakni
dengan dukungan juga alat kian berkembang, tempat sangat sesuai untuk
melakukan aksi kejahatan, yakni mempermudah melansungkan kejahatan

kendaraan dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik



membuat tindak pidana pencurian kendaraan dengan kekerasan makin diminati
oleh pelaku kriminal"?
a. Kurangnya pendidikan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan faktornya kurang
pendidikan diminimalisir dengan cara menanamkan moral juga akhlak yangbaik
untuk siswa di sekolah juga melansungkan sosialisasi untuk masyarakat terkait
hukum. Pada kasus pencurian ini tersangka berpendidikan tidak tamat sekolah,
maka dapat dikaitakan bahwa pendidkan dapat mempengaruhi terjadinya
kejahatan namun hanya salah satu yang mempengaruhinya.

Kita lihat dari data pelaku pencurian dengan kekerasan didaptkan
bahwa hanya 2 orang yang lulusan SMA selebihnya lulusan SD dan tidak Tamat
SD. Maka dapt disimpulkan factor ini dapat mempengarui tindak pidana
pencurian dengan kekerasan karema kurangnya ilmu pengetahuan akan hal
tersebut.

b. Kesadaran hukum yang rendah
Kesadaran masyarakat pada hukum perlu ditingkatkan yakni cara
menanamkan jiwa nasionalisme seperti bersosialisasi langsung terkait
pentingnya pengetahuan pada hukum Terlebih lagi dengan menerbitkan aturan
yang baru pada masyrakat untuk bisa dipahami ,dikarenakan kurang kesadaran
hukum tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

tidak merasa takut bahkan terbawa emosi sehingga menimbulkan keadaan

dimana korban menjadi sangat terpojok. Sehingga terjadibh kejaatan tersebut.

13 Wawancara Bripda M wahyu selaku Banit Reskrim polres Sarolangun, 08 November 2019 pukul
21.00 WIB
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c. Gaya hidup masyarakat
Gaya hidup masyarakat merupakan penyebab terjadi tindak pidana
pencurian dengan kekerasan. Gaya hidup cukup tinggi apabila kurang seimbang
pada konidisi yakni dimana membuat masyarakat nekat melnsungkan hal yang
terkait dengan peraturan yang berlaku. Gaya hidup boleh menyesuaikan pada
kondisi perekonomian serta tidak mehnsungkan perilaku yang menyimpang.
D. Krisis ekonomi
Krisis ekonomi adalah konflik pada masyarakat golongan tengah ke
bawah. Hempitan perekonomian terkadang bisa membuat kejahatan-kejahatan
hingga akirnya orang nekat mehkukan perbuatan mencuri. Upaya agar teratasi
hal ini yakni dengan bekerja juga seimbang pada kebutuhan hidup juga
penghasilan sudah didapatkan tanpa menggunakan jalan pintas berkaitan pada
hukum.
d. Angka pengangguran yang tinggi
Angka pengangguran cukup tinggi faktor karena kurang imbangnya
jumlah penduduk pada lbwongan pekerjaan yang sedang ada . Hal ini
berakibatkat masyarakat mempunyai pemikiran jalan pintas agar mencukupi
kebutuhan hidup yakni melansungkan perilaku menyimpang dengan aturan
sudah ada .
b. Keinginan dengan memiliki barang yang dicuri
Meruapakan penyebab terjadinya pencurian mengunakan kekerasan
meruapakan rasa ingin agar memiliki barang yang dicuri. Tersangka ketahuan

ketika mencuri, terkadang memberikan perlawanan menggunkan kekrasan agar
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mempertahan barang dicuri dengan berada di tangannya. Usaha untuk
mengatasi hal ini lebih ke korban agar korban bisa mengantisipasi adanya
kejadian yang tidak diinginkan. Karena, kejahatan tidak hanya disebabkan oleh
pelakutetapi juga bisa terjadi karena ada kesempatan yang timbul dari kelalaian
korban. dari kasus juga saya dapat lebih tepatnya faktor yang mempengaruhi
yaitu keinginan untuk menguasai barang yang di curi, hal tersebut terlihat pada
kasus yang telah di BAP ada beberapa percakapan antara pelaku dan korban
yang mennunjukan bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan karena merasa
dirinya dalam keadaan sulit, ia mencuri sebuah mobil tersebut untuk membayar
hutang, makanya tidak ada jalan lain pelaku dan 6 rekannya melakukan tindak
pidana tersebut tanpa takut akan hukum yang ada.

c. Lingkungan yakni menimbulkan kejahatan

Faktor Imgkungan yakni memiliki efek pada timbul kejahatan.
Mendasar anak memiliki sifit meniru akan bertumbuh kembang pada
lingkungan keras juga memiliki kebmsaan cukup buruk berpengaruh pada sifat
untuk masa mendatang. Berbagai macam kasus pencurian dengan kekerasan
kerap terjadi, seusai dicari lebih dalam terkait diri pelakunya, di kawasan yang
sering memicu timbulnya kejahatan.
B. Upaya penanggulangannya

Pada usaha menanggulangi kejahatan dengan bermacam sarana menjadi reaksi

yang bisa diberi untuk tersangka kejahatan yakni sarana pidana dengansarana non

hukum pidana, yaitu bisa di intergrasi satu tersebut. Yakni sarana pidana

diperlukan membasmi kejahatan, memiliki arti yaitu dilansungkan politik hukum
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pidana, yaitu diadakannnya pemilihan agar tercapainya aturan pidana
menyesuaikan pada konidisi pada suatu waktu dimasa yang akan datang.
Menanggulangi kejahatan yakni dimaksudkan diatas agar bisa menanggulangi
kejahatan akan dilansungkan politik hukum pidana dan Untuk melakukan politik
hukum pidana harus melalni berbagai tahapan yakni ;
a. Tahap Formulasi
Tahap formulasi yakni tahapan diterapkannya hukum pidana in abstrakto
dengan badan membuat undang-undang. Pada tahapan ini membuat undang
melansungkan aktivitas dengan memilah nilai menyeseuaikan pada kondisi
masa kini juga mendatang.
b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yakni tahapan menegakan hukum pidanabiasa menyebutkan
tahap yakni menerapkan hukumpidana pada aparat hukum berawalan pada polisi
dan pengadilan. Di tahapan iniaparat penegak hukum mempunyai tugas dengan
menjalankan aturan undang undang yakni sudah dibuat dengan yang membuat
undang Yaitu melansungkan tugas aparat hukum harus memegang dengan
terapan keadilan serta daya guna tahapan ini bmsa disebut dengan tahapan
yudikatif.

Dalam kasus yang saya angkat aparat telah melakukan tindakan yang benar
yaitu menerima laporan dari korban dan menidentifikasi masalah yang ada
sehingga aparat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk kasus tersebut.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yakni tahapan menegakan serta melaksanakan Hukum
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dengan tepat pada aparat pelaksanaan pidana. Pada tahapan ini aparat pelaksana
pidana memiliki tugas menegak aturan undang-undang pidana yakni membuat
pada undang melalui penerapan pidana juga sudah menetapkan pada putusan
pengadilan.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan tersebut, aparta telah melakukan
penyidikan dan wawancara terstrutur kepada korban tersangka dan saksi sehingga aparat
bias menentukan kasus tersebut masuk ke pasal berapa dan bisa menegakan hukuman
apa yang tepat terhadap tersangka.

C. Upaya penanggulangan Kepolisian

Kepolisian sangat berperan penting untuk terwujudnya aman juga nyaman
pada kehidupan masyarakat, kepolisian adahh lembaga pengayoman masyarakat
untuk semua keadaan sosial . Polisi berperan bisa disebutkan menjadi aspek
kedudukan menyatukan kedudukanya menjadi pelndung masyarakat.

Polisi ~ adalah  penegakan hukum  yakni  bisa memberi
perlindungan,pengayoman, juga tercegah timbul kejahatan pada kehidupan
masyarakat. Hal ini terkait pendapat Rahardi mengemukakan“Kepolisian menjadi
fungsi pemerintahan negara pada aspek pemeliharaan keamanan juga menertibkan
masyarakat Agar mendapatkan objek sangat jelas terkait defines polisi, Penulis
berpendapat para ahli yakni :

Berdasartkan wawancara penulis dengan Banit Reskrim polres sarolangun

Bripda M wahyu'* upaya yakni melansungkan polisi untuk tertangani kasus pencurian

pada kekerasan dengan menindakan tegas atas pengaduan pada korban. Mengenai tindak

* Wawancara Bripda M.Wahyu Selaku Banit Reskrim Polres Sarolangun ,08/11/ 2022 pukul 17.00
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pidana yang terjadi pihak polisi membuatsurat memerintahkan penangkapan pada
tersangka juga surat memeintahkan penyidikan pada aduan dari korban.

Menurut analisis penulis, usaha penyidik agar bisa kerja sama pada sistim
penangaan anak juga menajdi kortban pencurian dengan kekerasan dengan melinbatkan
polisi, seharusnya penyidik diadakannya upaya preventif untuk tercegah pencurian
dengan kekerasan. Agar bisa meminimalisirkan kejadian tersebut. Kepolisian dapat
melakukan patrol terjadwal pada wilayah wilayah yang rawan akan tindak kejahatan

agar masrakat merasa nyaman dan aman.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

L.

Yakni Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
pada Polresta Wilayah Kabupaten Sarolangun yaitu kurangnya pendidikan,
Kesadaran Hukum yang rendah, Krisis ekonomi, Angka pengangguran yang
tinggi, keinginan menguasi barang yang dicuri, lingkungan yang memicu
timbulnya kejahatan, seperti kasus yang saya teliti bahwa kasus tersebut
mengarah ke keinginan menguasi barang yang dicuri dan factor krisis ekonomi
menjadi factor yang sangat dominan yang mengakibatkan tindak kejahatan
pencurian dengan kekerasan itu terjadi, karena sang tersangka berkeinginan
membayar hutang lalu mengajak rekannya untuk melansungkan pencurian
menggunakan kekerasan tersebut.

Upaya untuk Menanggulangi tindak pidana pencruian pada kekerasan di Polresta
Kabupaten Sarolangun yaitu ada berbagaitahap formulasi yakni tahap penerapan
hukum pidana dengan membuat aturan tahapan ini termasuk dengan tahap
legislative dalam kasus ini hukum pidana jatuh pada KUHP pasal 368 dan pasl
365 . Tahap Aplikasi yakni tahapan diterapan hukum, dalam kasus saya aparat
telah melakukan menidentifikasi maslah yang ada sehingga aparat dapat
melakukan tindakan yang tepat untuk kasus tersebut. Tahap eksekusi adalah
tahap pelaksanaan menurutanalisi penulis, , usaha penyidik agar bisa kerja sama
dalam mekanisme penangaan anak yakni memnajdi korban tindak pidana
pencurian dengan kekerasan dengan melinbatkan polisi, seharusnya penyidik
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dilakukan upaya preventif agar bisa mencegah tindak pidana pencurian dengan

kekerasan. Agar bisa meminimalisirkan kejadian tersebut. Kepolisian dapat

melakukan patrol terjadwal pada wilayah wilayah yang rawan akan tindak
kejahatan agar masrakat merasa nyaman dan aman.
B. Saran

1. Setiap Pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dimanapun itu,
perlunya tindakan yang lebi tegas agar tidak terulang kembali.

2. Plhak penyidik dapat membuat kerjasama dengan masyarakat untuk wilayah
tertentu diadakan pos kamling atau semacam pos penjagaan di wilayah rawan
agar terhidari dari kasus yang serupa

3. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap pengaduan, dan
mengusut sampai tuntas motif pelaku malkukan tindak pencurian

menggunakan kekerasan.
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